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Dalam rangka memmjang usahanya para pengusaka batk pengusaha kecil, menengakh
maupun besar bahlkan perovangan dolam meningkatkan kwalitas taval hiduprva
membutubkan tambahan dana. Tambahan dona tersebui solah sanmya difakukan
dengan cara mengajukan pinjaman kredit pada bank. Adanya ciri-cirl tersebut
memberikan jaminan kepastian hukum bagi bark jika pada akhirmya terdapat kredit
macel, bank selaku kreditur dapat melaksanakon eksekusi dengan cara menjual
secara fefang di muka umum atay agunan yang ada ianpa melall jolur pergadilon
karena Sertifikat Hak Tanggungan mempunyai titel eksekutorial

Lahirnya Undang-Undang Hak Tanggungan beriolak belakang dengan BW,
dimana Hak Tanggungan mengadopsi ketentuan vang ada pada BW yatiu
hukum pertanahan sedangkan BW menganut asas perlekatan vertikal,
artinya mengkaitkan antara tanah dengan benda-benda yang berada
diatasnya. Sedangkan UUPA tempat lahirnya Hak Tanggungan yang
berdasarkan pada hukum adai menganut asas pemisahan horisantal paily
memisahkan antara tanah dengan benda-benda vang ada diatasnya.

PENDAHULUAN

Perjanjian kredit perbankan yang
lazim dipakai dalam penyelenggaraan
prakiik perbankan di Indonesia, pada
umumnya adalah perjanjian standar atau
perjanjian baku yang klausul-klausulnya
telah disusun sebelumnya oleh pihak bank.
(Sutan Remy Sjahdeni, 1993:3)

MNasabah schagai calon debitur
hanya mempunyai pilihan antara menerima
seluruh isi perjanjian atau tidak bersedia
menerima isi perjanjian tersebut baik
secara  keseluruban maupun sebagian.
Penolakan terhadap sebagian mauopun
keseluruhan  isi  perjanjian  berakibat

ditolaknya permohonan kredit nasabah
semacam ini muncyl karena nasabah-
nasabah debitur kebanyakan terdiri dan
pengusaha-pengusaha kecil atay, polongan
ekonomi lemah yang seringkali  merasa
tidak perlu merundingkan klausul-kiausul
perjanjian kredit dari kredit yang akan

PERJANJIAN KREDIT
Perjanjian  kredit  merupakan

perjanjian antara bank dengan debitur
untuk memberikan pinjaman  sejumlah
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uang. Mengalimya sejumlah kredit dan
bank kepada debitur ini tentu berisiko
tinggi bagi pihak bank, Jika kredit vang
telah diberikan tidak lancar
pengembaliannya atau bahkan mengalami
kemacetan. Untuk mengantisipasi hal-hal
vang tidak diinginkan tersebut, pihak bank
sebelumnya menvalurkan kredit kepada
nasabah debitur menerapkan prinsip kehati-
hatian. Prinsip im1 dijalankan dengan
melakukan penilaian vang seksama dari
setiap permohonan kredit yang diajukan
oleh pemohon kredit.

Dalam  setiap permohonan
pemberian kredit, biasanya bank akan
melakukan penilaian dari berbagai
aspek yang meliputi watak debitur
{character), kemampuan debitur
{capacity), modal (capiral), jaminan
atau agunan (collateral) dalam istilah
perbankan dan prospek usaha debitur
(condition of economy). (Djuhaendah
Hasan, 1983:71-72) Watak debitur
dalam hal ini merupakan faktor
terpenting dalam penilaian pemberian
kredit dan juga sulit wuntuk
menilainya. Penilain terhadap calon
debitur terutama dilihat dari segi
kevangannya, hal ini akan T{ehih
mudah bila calon debitur adalah
nasabah bank vang bersangkutan
Bagi calon debitur adalah nasabah
bank yang bersangkutan biasanya
dalam prakiek perbankan diperlukan
suatu  referensi. Referensi ini
merupakan  salah  satu bahan
pertimbangan dalam penilaian watak

calon debitur baik dari segi pribadi
maupun  keuvangannva. Referensi
tersebut merupakan referensi formal
mengenai calon debitur yang dapat
mendukung perolehan kredit,
Pemberian referensi ini diatur
dalam pasal 44 UU No. 7 Tahun 1992
Jjo UU No. 10 Tahun 1998 tentang
Perbankan yang menyebutkan :

1. Dalam rangka tukar menukar
informasi antar bank, direksi
bank dapat memberitahukan
keadaan keuangan nasabahnya
kepada bank lain,

2 _Ketentuan © mengenai tukar
menukar informasi sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) diatur
lebih lanjut oleh Bank Indonesia.

Upaya pencegahan lain dalam
mengamankan kredit perbankan adalah
dengan adanya jaminan atau agunan, baik
jaminan kebendaan wmaupun jaminan
perorangan vang diberikan oleh pihak
debitur kepada pihak kreditur. Pengaturan
jaminan terdapat dalam pasal 8 UL No. 7
Tahun 1992 jo. UUJ No. 10 Tahun 1998
tentang Perbankan. Pengaturan jaminan
disini bukan merupakan jaminan secara
yuridis materiil. Karena fungsi jaminan
secara yuridis matenil ditujukan sebagai
tindakan pem:egahan setragmmana Yang
mkgndda!amhuhm Jjaminan selama ini.

Pasal § secara  materiil
merupakan jaminan secara ekonomis,
karena penckanan dalam analisis
pemberian kredit bukan pada jaminan
scbagal agunan tetapi kepada aspek

e
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ekonominya, schingga ada
kemungkinan unsur jaminan secara
materiil kurang diperhatikan. Hal ini
dapat kita lihat dari bunyi penjelasan
pasal 8 UU No. 10 Tahun 1998 yang
menyatakan bahwa jika bank telah
mempunyai kevakinan akan
kemampuan  debitur  berdasarkan
penilaian terhadap karakter atau
watak, kemampuan debitur, modal
dan prospek wusaha debitur dan
ternyata di nilai cukup baik, maka
jaminan (dalam hal ini maksudnya
agunan) cukup dengan jaminan pokok
berupa barang atau proyek vyang
dibiavai oleh kredit tersebut. Dalam
keadaan demikian bank tidak wajib
meminta jaminan tambahan berupa
harta milik debitur. Dari sini dapat
disimpulkan bahwa jaminan
berdasarkan  ketentuan pasal 8
tersebut bukan merupakan sarana
kepastian pengembalian dana.

PERJANJIAN JAMINAN

Perjanjian jaminan pada umumnya
senantiasa  dikaitkan dengan perjanjian
pokok. Dalam dunia perbankan perjanjian
pokoknya berupa perjanjian pemberi
kredit, dengan memberikan jaminan berupa
beberapa  kemungkinan  seperti  hak
tanggungan, hipotik, crediefverband, gadai,
fiducia, borgtocht, dan lain-lain. Adanya
perjanjian jaminan ini sebagai perjanjian
ikutan yang memperkuat atau
mengamankan kredit perbankan.

Fungsi jaminan secara vyundis
kreditur, yaitu kepastian akan pelunasan
hutang debitur atau pelaksanaan suatu
prestasi oleh debitur atau oleh penjamin
debitur. Sehenarnya BW telah memberikan
perlindungan kepada para kreditur melalu
jaminan secara umum yang tercantum
dalam pasal 1131 BW yang menyatakan
bahwa tiap-tiap benda baik vang bergerak
maupun yang tidak berperak. baik yang
sudah ada maupun yang akan ada, akan
dijadikan jaminan atas perikatan yang
dibuat oleh pemiliknya. Hal mm berarti
kalau pihak vang bersangkutan tidak
memenuhi kewajiban perikatannya, maka
secara paksa hukum dapat memyuruh
menjual lelang benda-benda milik orang
tersebut untuk pelunasan kewajiban atas
perikatan vang dilalaikannya. Pasal 131
BW hanya memberikan jaminan umum,
arfinva tidak ada kekhususan kedudukan
bagi para kreditur dalam mendapatkan
pelunasan atas hutangnya. Seringkali harta
yang dilelang im tidak cukup untuk
membayar kembali jumlah pinjamannya,
baik karena jumlah pinjaman vang lebih
besar atau karena banyaknya kreditur yang
memperebutkan hasil lelang. Manakala hal
ini terjadi, maka kreditur akan merugi,
karena pinjamannya tidak kembali utuh
sebagaimana yang diharapkan.

Hal tersebut merupakan kelemahan
dari jaminan yang bersifat umum vyang
terdapat dalam pasal 1131 BW. Jaminan
umum ini menempatkan kreditur dalam
posisi selaku kreditur konkuren yang tidak
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memiliki preferensi, sehingga th:ntamm
kreditur  terjadi  persaingan  untuk
memperoleh pembayaran dari hasil lelang
harta benda debitur. Untuk mengatasi
persaingan  tersebut, pasal 1132 BW
memberikan jalan keluar, bahwa pelunasan
piutang kreditur akan dibavar sebanding
dengan besarnya piutang yang telah
diberikan dulu. (Moch. lsnaeni, 1996:34)

Pembentuk Undang-Undang

berupaya mengatasi kelemahan tersebut

cara menvediakan alternatif
pemnglm jaminan vyang lebih mantap,
yakni jaminan khusus yang obyeknya juga
benda miliki debitur. Pencantuman obyek
Jjaminan yang tertentu ini dituangkan dalam
suatu perjanjian jaminan yang selalu
mengikuti perjanjian  pokok, yaitu
perjanjian kredit. Kedudukan perjanjian
jaminan ini dimaksudkan untuk
mengamankan kredit yvang diberikan oleh
kreditur kepada debitur.

Perjanjian jaminan sebagai suatu
perjanjian  ikatan (accessolr)  adanya
tergantung pada suatu peqmumn pﬂkﬂk
Hapusnya |:|¢.-|3an_|mn jaminan  ini
tergantung pada perjanjian pokok, jika
perjanjian pokoknya batal maka perjanjian
jaminannya Juga ikut batal. Jika terjadi
peralihan [.'IEI'_]E.I'I]]H‘I pokok, maka
penjanjian jaminan senantiasa mengilkuti ke
tangan siapapun beralihnya perjanjian
pokok tersebut. Demikian pula halnya bila
perjanjian pokoknya beralih karena cessi,
subrogasi maka perjanjian jaminan ikt
beralih juga tanpa adanya suatu penyerahan
khusus.

Kepastion Hukum Hak Tongpungan
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Pengaturan  jamuinan  khsosusnya
terhadap benda tas tanah semula diatur
dalam pasal 1162 sampai dengan 1232
Buku II BW. Kemudian sejak
diundangkannya UUPA No. 5 Tahun 1960
tejadi  perubahan  besar  terhadap
berlakunya buku BW 11 sepanjang
mengenai hak-hak atas tanah. Namun demi
tetap berlangsungnya kegatan pembebanan
jaminan dalam kegiatan kredit perbankan
ketentuan Hipotik yang vang tercantum
dalam Buku 0 BW dan credierverband
yang tercantum dalam 5.1908 No. 542
yang diubah dengsn S. 1937 No. 190
dinyatakan masih berlaku sampai dengan
diundangkannya Undang-Undang tentang
Hak Tanggungan.

gaimana
diamanatkan oleh pasal 51 jo. pasal 57
UUPA telah diundangkan dalam Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1996 tepatnya
pada tanggal 9 April 1996, Judul
sclengkapnya dan Undang-Undang ini
adalah Hak Tanggungan Atas Tanah
Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan
Dengan Tanah. UUHT bertuyjuan untuk
menuntaskan unifikasi Hukum Tanah
Nasional, khususnya di bidang hak jaminan
atas tanah dan sekaligus berusaha
mengantisipasi permasalahan pengamanan
kegiatan kredit perbankan dalam upaya
memenuhi  kebutuhan pendanaan vang
menunjang pelaksanaan  pembangunan
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disalurkan pihak bank kepada nasabah
debitornya, maka Hak Tanggungan
mempunyai  ciri-cini  sebagai  lembaga
jaminan yang kuat dan handal. Dengan
demikian Hak Tanggungan membutuhkan
rangkaian ketentuan vang tertuang dalam
pasal-pasalnya untuk memunjukkan bahwa
ia merupakan lembaga jaminan yang kuat
dan mampu memberikan kepastian hukum
Yang memegangnya.

CIRI-CIRI HAK TANGGUNGAN

Kepastian hukum untuk
memperoleh pelunasan kredit ketika
terjadi kredit macet merupakan ciri
yang diandalkan Hak Tanggungan
sebagai suatu lembaga hak jaminan
yangh kuat. Lembaga Hak
Tanggungan (HT) mempunyai empat
ciri pokok, (Sumarjono, Maria S.W.,
1996:40) yaitu : memberi kedudukan
diutamakan (droit de preference)
kepada kreditornya; selalu mengikuti
obyeknya dalam tangan siapapun
obyek tersebut berada. (droit de
suife), memenuhi asas spesialitas dan
publisitas; serta mudah dan pasti
pelaksanaan cksekusinya.
Berdasarkan cin-cini pokok yang
telah disebutkan akan diuraikan
secara singkat masing-masing ciri
tersebut.

MEMBERIKAN
DIUTAMAKAN

Ketentuan tentang kedudukan vang
diutamakan terdapat dalam pasal 1 ayat (1)

KEDUDUKAN

UUHT, kemudian dari pasal 20 ayat (1)
vaitu apabila debitur cidera janji, maka
berdazarkan hak pemegang HT pertama
untuk menjual obyek HT sebagaimana
dimaksud dalam pasal 6. atau titel
eksekutorial vang terdapat dalam sertifikat
HT sebagaimana dimaksud dalam pasal 14
ayat (2), obyek HT dijual melalui
pelelangan umum menurut tata cara yang
ditentukan dalam peraturan  perundang-
undangan untuk  pelunasan  piutang
pemegang HT dengan hak mendahului
daripada kreditur-kreditur lainnya.
Berdasarkan penjelasan umum
dapat diketahui bahwa hak kreditur
yang menjadi pemegang HT tersebut,
sekalipun diutamakan terhadap hak
tagihan kreditur-kreditur lain, tetap
harus mengalah terhadap piutang-
piutang negara. Hak negara lebih
diutamakan daripada hak pemepang
HT. Dalam penjelasan tersebut tidak
disesusikan apakah piutang-piutang
negara yang berkaitan dengan obyek
HT yang bersangkutan saja, ataukah
mengenal semua  piulang-piutang
negara vyang menjadi kewajiban
debitur yang bersangkutan.
Berdasarkan UU No. 9 tahun
2000 jo. UU No. 16 Tahun 2000
tentang Perubahan Umum dan Tata
Cara Perpajakan dapat dijumpai
ketentuan yang menentukan bahwa
tagihan pajak mempunyai  hak
mendahulu melebihi  segala hak
mendahulu lainnya. Dalam pasal 21
ayat (1) Undang-Undang tersebut

Kepastion Hukum Hok Tanggungan 120 Pripe Handoko
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“

ditetapkan bahwa hak mendahului
tagihan pajak melebihi segala hak
mendahulu lainnya, kecuali terhadap :

a. Biaya perkara yang semata-
mata disebabkan suatu
penghukuman untuk melelang
suatu barang.

b. Biaya yang telah dikeluarkan
untuk menvelamatkan suvatu
barang.

¢. Biava perkara yang semata-
mata disebabkan pelelangan

dan penyelesaian suatu

Warisan.

Dengan  demikian tagihan pajak
merupakan  pistang  negara  yang

berkedudukan lebih tinggi dari Gadai dan
Hipotik, yang berarti pula lebih tingg
daripada Hak Tanggungan,

SELALU MENGIKUTI OBYEK
YANG DIJAMIN (Droit de suite)
Artinya hak itu terus mengikuti
bendanya dimanapun juga (dalam
tangan siapapun juga) barang itu
berada. (Sofwan Sni Soedewi M, 24)
Hak tersebut terus saja mengikuti
orang yang mempunyai. Misalnya : A
mempunyai  hak kebendaan atas
rumah B berupa hak memungut hasil.
B kemudian menjual rumahnya itu
kepada C yang disertai dengan
leveringnya tersebut. Maka A di sini
tetap dapat melakukan haknya (yaitu
vruichigebruik) terhadap C sebagai
eignear baru dari rumah tersebut.
Asas demikian dapat kita lihat pada

Kepastion Hukum Hok Tanggungan
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pasal 7 UUHT wang menyebutkan
bahwa Hak Tanggungan tetap
mengikuti obyeknya dalam tangan
siapapun obyek tersebut berada.
Sebenarnya ketentuan ini merupakan
materialisasi dari asas yang disebut
droit de suite atau zaokgevold, (Sutan
Remy Sjahdeini, 39)

Asas ini juga merupakan asas
vang diambil dari Hipotik yvang diatur
dalam pasal 1163 ayat (2) wyaitu :
Benda-benda itu tetap dibebani
dengan hak terscbut, di  dalam
tangannya siapapun ia berpindah.
Berdasarkan hal tersebut maka Hak
Tanggungan tidak akan berakhir
sekalipun obyek Hak Tanggungan itu
beralih kepada pihak lain oleh karena
sebab apapun juga. Pemegang Hak
Tangggungan akan selalu  dapat
melaksaakan haknya dalam tangan
siapapun benda itu berpindah. Selain
itu juga berasal dari pasal 1198, yaitu
“8i berpiutang yang mempunyai suatu
hipotik yang telah dibukukan, dapat
menuntut haknya atas benda tak
bergerak vang diperikatkan, dalam
tangan siapapun benda itu berada,
untuk ditetapkan tingkatannya dan
untuk menerima pembayaran menurut
tertibnya pembukuan. Asas droir de
suife ini, seperti halnya dalam
Hipotik, memberikan sifat kepada
Hak Tanggungan sebapai hak
kebendaan (zakelijk  rechr). Hak
kebendaan ini merupakan hak yang
mutlak artinya, hak ini dapat
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dipertahankan terhadap siapapun.
Pemegang hak kebendaan ini berhak
untuk menuntut siapapun juga yang
mengganggu haknya tersebut. Sifat
yvang melekat pada Hak Tangpungan
inilah  vang diharapkan mampu
memberikan kepastian kepada
kreditur mengenai haknya untuk
memperoleh pelunasan dari  hasil
penjualan atas tanah atau hak atas
tanah yang menjadi  obyek Hak
Tanggungan it dijual  oleh
pemiliknya (pemben Hak
Tanggungan) kepada pihak ketiga.

HAK TANGGUNGAN
DIDAFTARKAN

Adanya pendaftaran Hak
Tanggungan ini menunjukkan adanya suatu
pemberitahuan atau pengumuman kepada
khalayak umum, yang berarti menunjukkan
adanya  sifat  keterbukaan  atau
diterapkannya asas publisitas. Mengenai
asas publisitas ini ditentukan dalam pasal
13 UUHT. Menurut pasal 13 UUHT i,
pemberian Hak Tanggungan wajib
didaftarkan pada kantor pertanahan.
Pendafatran pemberian hak tanggungan
merupakan syarat mutlak untuk lahimya
Hak Tanggungan tersebut dan mengikatnya
Hak Tanggungan terhadap pihak ketiga.
Adalah tidak adil bagi pihak ketiga untuk
terikat dengan pembebanan suatu Hak
Tanggunpan atas suvatu  obyek Hak
Tanggungan apabila pihak ketiga fidak
dimungkinkan untuk mengetahui tentang
pembebanan Hak Tanggungan itu, Melalui

WAJIB

cara pencataian atau pendafiaran yang
terbuka bagi: umum yang memungkinkan
pihak, ketiga dapat mengetahui tentang
adanya pembebanan Hak Tanggungan atas
suatu hak atas tanah

Asas publisitas ini merupakan asas
hipotik sebagaimana ternyata daalm pasal
1179 BW.  Menurut pasal tersebut,
pembukuan Hipotik harus dilakukan dalam
register-register wmum = yang memang
khusus disediakan umtuk e Jika
pembukuan tersebut tidak dilakukan,
Hipotik  vang  bersangkutan  tidak
mempunyai kekuatan apapun, juga fidak
mempunyai kekuatan terhadap kredntur-
kreditur preferen (vang tidak dijamin
dengan hipotik), hal ini terlihat dalam
memori  penjelasan poin ke 7 yang
menyatakan bahwa kepastian mengenai
pemilikan kewenangan tersebut  baru
dipersyaratkan pada wakiu pemberian Hak
Tanggungan itu didaftarkan. Mengenai saat
lainnya Hak Tanggungan 1m dapat
ditelusun dan proses pembebanan Hak
Tanggungan yang dilaksanakan dalam dua
tahap kegiatan, vaitu .

- Tahap Pemberian Hak
Tanggungan.
Dengan dibuatnya Akta

Pemberian Hak Tanggungan
oleh Pejabat Pembuat Akta
Tanah, untuk selanjutnya
disebut PPAT, yang didahului
dengan perjanjian utang-piutang
yang dijamin,

- Tahap pendaftarannya oleh
Kantor Pertanahan.

e A ———
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Merupakan saat lahirnya Hak

Tanggungan yang dibebankan,

PPAT im merupakan pejabat umum
yang menurut peraturan  perundang-
undangan yang berlaku  mempunyai
kewenangan untuk  membuat akta
pemindahan hak atas tanah dan akta lain
dalam rangka pembebanan hak atas tanah,
vang bentuk aktanya ditetapkan, sehagai
bukti dilakukannya perbuatan  hukum
tertentu mengenal tanah vang terletak
dalam dacrah kerjanya masing-masing
Dalam kedudukan scbagaimana vang
disebutkan tersebut, maka akta-akta yang
dibuat oleh PPAT merupakan akta otentik.
Dalam praktek kita lihat terdapat formulir
tertentu  yang  dipergunakan  untuk
pembuatan Sertifikat Hak Atas Tanah serta
sertifikat pembebanan atas tanah tersebut
sebaga Hak Tanggungan. Karena akta-akta
ini merupakan produk seorang pejabat
umum yang telah ditentukan oleh
pemerintah yang berwenang pada daerah
yang bersangkutan, maka akta-akta
tersebut mempunyai sifat sebagai akta
otentik. Adapun pengertian perbuatan
pembebanan  hak atas tanah vang
pembuatan Hak Guna Bangunan atas tanah,
Hak Milik sebagaimana dimaksud dalam
pasal 37 UUPA dan pembuatan akta dalam
rangka pembebanan Hak Tanggungan yang
diatur dalam UUHT. Pada saat
pembebanan/pemberian Hak Tanggungan
wajib  menunjuk pihak lain  sebagai
kuasanya ini dituangkan dalam Surat
Kuasa Membebankan Hak Tanggungan
(selanjutnya disingkat menjadi SKEMHT)

vang ditvangkan dalam akia otentik
Pembuatan SKMHT yang otentik ini dapat
dilakukan dihadapan secrang Notaris atau
PPAT di dalam wilayah kecamatan yang
bersangkutan.  Demi  kemudahan dan
kelancaran  dalam  pembuatan  Akta
Pemberian Hak Tanggungan pada tiap-tiap
kecamatan terdapat PPAT. Selain kepada
Notaris, juga kepada PPAT vang

sampai  pada wilayah
kecamatan. Pada saat pembuatan SKMHT
dan Akta Pemberian Hak Tangpungan,
harus sudah ada keyakinan pada Wotaris
atau PPAT yang bersangkutan, bahwa
pemberi Hak  Tanggungan mempunyai
kewenangan untuk melakukan perbuatan
hukum terhadap obyek Hak Tanggungan
yang dibebankan, walaupun kepastian
mengenai dimilikinya kewenangan tersebut
baru dipersyaratkan pada waktu pemberian
Hak Tangpungan kepada kreditur, Hak
Tanggungan yang bersangkutan belum
lahir, Dengan demikian saat didaftarkannva
Hak Tanggungan merupakan saat yang
penting bagi kreditur. Pada saat ito pula
ditentukan kedudukan vang diutamalkan
terhadap kreditur-kreditur yang lain serta
penentuan peringkat dalam hubungannva
dengan kreditur-kreditur lain yang juga
pemegang Hak Tanggungan, dengan tanah
yang sama sebagai jaminannva. Dalam
UUHT ditentukan bahwa saat untuk
memperoleh  kepastian mengenai  saat
pendaftarannya adalah pada tanggal hari
ketujuh setelah penerimaan  surat-surat
yang diperfukan bagi pendaftaran tersebut
secara lengkap oleh Kamtor Pertanahan.

M
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dan jika pada han ketujuh tersebut jatuh
pada hari libur, maka buku tanah yang
bersangkutan diberi tanggal hari  kenja
berikutnya. Untuk memperoleh kepastian
mengenai  kedudukan vang diutamakan
bagi kreditur pemegang Hak Tanppungan
tersebut  ditentukan pula bahwa Akta
Pemebrian Hak Tanggungan beserta surat-
surat lain  yang diperlukan  bagi
pendafiarannya, wajib dikinmkan oleh
PPAT kepada Kantor Pertanahan selambat-
lambatnya 7 han kerja  setelah
penandatanganannya.  Sedangkan  untuk
pelaksanaan kuasa membebankan Hak
Tanggungan scbagaimana dimaksudkan
pada wraian terdahulu ditetapkan batas
waktunya, yaitu 1 (satu) bulan untuk hak
atas tanah vang sudah didaftarkan dan 3
{tiga) bulan untuk hak atas tanah vang
belum didaftar,

HAK TANGGUNGAN MUDAH DAN
PASTI PELAKSANAAN
EKSEKUSINY A

Berdasarkan ketentuan pasal 6
UUHT, apabila debitur cidera janji maka
pemegang Hak Tanggungan pertama
mempumyai hak umtuk menjual obyek Hak
Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui
pelelangan  umum  serta  mengambil
pelunasan piutangnya dari hasil penjualan
tersebut. Pasal 6 UUHT ini membernkan
hak bagi pemegang Hak Tanggungan
pertama  tidak perlu  memperoleh
persetujuan dari pemberi Hak Tanggungan,
dan juga tidak perlu meminta penetapan
dari pengadilan setempat apabila akan

melakukan eksekusi atas Hak Tanggungan
vang menjadi jaminan utang debitur dalam
hal debitur cidera janji. Pemegang Hak
Tanggungan dapat langsung datang dan
meminta kepada Kepala Kantor Lelang
untuk melakukan pelelangan atas Obyek
Tanggungan yang bersangkutan.

Hak untuk menjual obyek Hak
Tanggungan atas kekuasaan sendiri
merupakan salah satu perwujudan dari
kedudukan diutamakan yang dipunyai
oleh pemegang Hak Tanggungan, atau
oleh pemegang Hak Tanggungan
pertama dalam hal terdapat lebih dari
satu pemegang Hak Tanggungan,
Parate eksekusi juga dimungkinkan
dalam hal Hipotik. Namun ada
perbedaannya antara parate eksekusi
dari Hak Tanggungan dan parate
eksekusi dari Hipotik. Pemegang
Hipotik hanya mempunyai hak untuk
melakukan parate eksekusi apabila
sebelumnya telah diperjanjiakan hal
vang semikian itu dalam akta
pemberian  hipotiknya. Sedangkan
dalam Hak  Tanggungan, hak
pemegang Hak Tangpgungan untuk
dapat melakukan parate eksekusi
adalah hak yang diberikan oleh Pasal
6 ;. UUHT. Dengan  demikian,
diperjanjikan atau tidak
diperjanjiakan hak itu demi hukum
dipunyai oleh pemegang Hak
Tanggungan.

Sertifikat Hak Tanggungan,
yvang merupakan tanda bukti adanya
Hak Tanggungan vyang diterbitkan

Kepasrian Hukumt Hak Tonggungan 124 Pripo Hondoko

Dalam Pelenasan Kredit Bank.



PERSPEKTIF Folume V No. 2 Takun X000 Edisi April

e e ———— — ———————

oleh kantor pertanahan dan yang
membuat irah-irah dengan kata-kata
“DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA”, mempunyai
kekuatan eksekutorial yang sama
dengan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuvatan hukum tetap
dan berlaku sebagai pengganti grosse
acte hypotheek sepanjang mengenai
hak atas tanah Hal tersebut diatur
dalam pasal 14 ayat (1), (2), dan (3)
UUHT. Dengan demikian untuk
melakukan eksekusi terhadap Hak
Tanggungan vang telah dibebankan
atas tanah dapat dilakukan tanpa
harus melalui proses  gugat-
menggugat apabila debitur cidera
janji,

PENUTUP

Demikian tadi wraian tentang
asas-asas Hak Tanggungan dalam
UUHT, dari apa yang telah diuraikan
dapat  dipahami  bahwa  Hak
Tanggungan telah banyak mengadopsi
ketentuan-ketentuan dari BW.
Padahal sistem hukum pertanahan
antara BW dengan UUPA (yang
menganut asas hukum adat) sebagai
landasan lahirnya UUHT sangatlah
berbeda bahkan bertolak belakang
Hukum pertanahan BW menganut
asas  pelekatan  vertikal vyang
mengaitkan benda tanah melekat
dengan benda-benda vyang berada
diatasnya, sebaliknya Hukum Adat

menganut asas pemisahan horisontal,
yang |berarti memisahkan tanah
dengan segala benda-benda wvang
berada di atasnya. Maka dari itu
sistem hukum adat hanya mengenal
benda tanah dan benda bukan tanah.
Selain  itu  hukum barat (BW)
mengenal  zakelijk  recht  dan
persoonlijke rechten, Zakelijk rechien
adalah hak-hak orang atas suatu
subyek yang hanya berlaku terhadap
suatu benda orang lain yang tertentu.

Berdasarkan hal tersebut dapat
dilihat adanya ketidakserasian antara
materi yang diatur {Hak Tanggungan
yang mengadopsi ketentuan BW)
dengan tempat dilahirkannya aturan
tersebut (UUPA). Padahal
sebagaimana kita ketahui pada BW
dikenal beberapa pembedaan benda,
salah satunya yang terpenting adalah
benda bergerak dan benda tidak
bergerak. Tanah merupakan salah satu
jenis benda tak bergerak yang tunduk
pada asas pertanahan dalam BW,
vaitu asas accessie vertikal, Di sisi
lain hukum Adat hanya mengenal
pembedaan benda atas benda tanah
dan benda bukan tanah. Padahal
sebagaimana kita ketahui pembedaan
jenis benda membawa konsekuensi
terhadap pembebanan., penyerahan,
daluwarsa, dan bezit. Berdasarkan
kenyataan tersebut secara teoritis
menunjukkan betapa rapubnya sistem
hukum yang melandasi keberadaan
Hak Tanggungan. Rapuhnya sistem

“
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hukum yang melandasi keberadaan -

Hak Tanggu.qggm taerat_::b_ut-_‘iem;unya

akan membawa dampak pada

kepastian hukum yang dijanjikan Hak

Tanggungan sebagaimana tercermin

dalam Ciri-ciri pokok Hak

Tanggungan.
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